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BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TRIWULAN II 
TAHUN 2025 

 

Pada hari ini, Senin tanggal 14 Juli 2025, kami yang bertandatangan di bawah ini: 

 

1. Nama : Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos. 

 NRP  : 70060445 

 Jabatan : Deputi Bidang Penindakan 

2. Nama : Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E. 

 NIP : 19810304 200312 1 001 

 Jabatan : Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan 

 

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Deputi Bidang Penindakan periode 1 Januari  

2025 sampai dengan 30 Juni 2025 dengan hasil sebagai berikut :  

 

a. Capaian Kinerja Dan Anggaran Per Output 
 

No Rincian Output 

Volume Anggaran 

Target B4 % B5 % B6 % 
Pagu  

(Ribu) 

*)Pagu Revisi 

(Ribu) 

B4 

(Ribu) 
% 

B5 

(Ribu) 
% 

B6 

(Ribu) 
% 

1 

Laporan Koordinasi 

Pengawasan Obat dan 

Makanan 

4 1 25 1 25 2 50 444.021 160.362 119.682 74,6 122.184 76,2 140.847 87,8 

2 
Rekomendasi Cegah 

Tangkal Kejahatan 
21 2 10 2 10 5 24 5.266.445 1.398.799 302.936 21,7 495.608 35,4 622.010 44,5 



No Rincian Output 

Volume Anggaran 

Target B4 % B5 % B6 % 
Pagu  

(Ribu) 

*)Pagu Revisi 

(Ribu) 

B4 

(Ribu) 
% 

B5 

(Ribu) 
% 

B6 

(Ribu) 
% 

Obat dan Makanan 

3 

Laporan Kerawanan 

Kejahatan Obat dan 

Makanan 

4 0 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Sarana Penindakan 

Obat dan Makanan 
15 0 0 0 0 1 7 106.821 46.267 0 0 0 0 2.831 6,1 

5 
Perangkat Pengolah 

Data dan Komunikasi 
97 0 0 0 0 0 0 468.689 363.733 0 0 0 0 0 0 

6 

Laporan Kegiatan 

Dukungan Operasi 

Intelijen 

14 1 7 2 14 2 14 2.969.620 780.181 150.705 19,3 223.439 28,6 264.067 33,8 

7 

Dokumen Analisis 

Pengembangan Operasi 

Intelijen Obat dan 

Makanan  

6 0 0 0 0 0 0 2.219.829 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Rekomendasi Intelijen 

yang Berkualitas 
20 4 20 7 35 7 35 1.449.699 543.287 175.696 32,3 253.035 46,6 367.015 67,6 

9 

Berkas Perkara yang 

diselesaikan hingga 

Tahap I 

5 0 0 2 40 2 40 4.500.532 1.627.975 474.195 29,1 670.696 41,2 970.121 59,6 

10 

Laporan Kasus Obat 

dan Makanan yang 

Ditindaklanjuti dengan 

17 3 18 5 29 5 29 2.021.993 
 

292.950 
 

132.663 45,3 204.553 69,8 254.270 86,8 



No Rincian Output 

Volume Anggaran 

Target B4 % B5 % B6 % 
Pagu  

(Ribu) 

*)Pagu Revisi 

(Ribu) 

B4 

(Ribu) 
% 

B5 

(Ribu) 
% 

B6 

(Ribu) 
% 

Intensifiaksi Operasi 

Penindakan 

11 

Dokumen 

Rekomendasi Analisis 

Siber di Bidang Obat 

dan Makanan 

17 5 29 6 35 7 41 7.066.995 3.009.412 717.453 23,8 717.453 23,8 882.008 29,3 

12 

Dokumen Hasil 

Monitoring dan 

Evaluasi Rekomendasi 

Tindak Lanjut Patroli 

Siber 

4 1 25 1 25 2 50 17.484.353 17.000.000 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 47.498.997 

          
25.222.966  

 
2.073.331 8,2 2.686.969 10,7 3.503.169 13,9 

 *) Pagu Revisi = Pagu Awal – Blokir  
 



 
b. Capaian Program dan Kegiatan 

 

No 
Program dan 

Kegiatan 

Volume Anggaran 

Kendala / Hambatan 
Target Realisasi 

s.d. TW II 
Capaian 

% 
Pagu 

(Ribu) 
*)Pagu Revisi 

(Ribu) 

Realisasi 

s.d. TW II 

(Ribu) 

Capaian 
% 

1 
Laporan Koordinasi 
Pengawasan Obat dan 
Makanan 

4 2 50 444.021 160.362 140.847 87,8 

Masih terdapat efisiensi 
anggaran dengan tidak 
merubah target volume 
sehingga capaian 
anggaran tidak 
sebanding dengan 
capaian volume. 

2 
Rekomendasi Cegah 
Tangkal Kejahatan Obat 
dan Makanan 

21 5 24 5.266.445 1.398.799 622.010 44,5 

Pengumpulan bahan 
keterangan dalam 
rangka penyusunan 
rekomendasi mengalami 
keterbatasan akibat 
efisiensi anggaran. 

3 
Laporan Kerawanan 
Kejahatan Obat dan 
Makanan 

4 0 0 3.500.000 0 0 0 
Anggaran terblokir 
100% sehingga tidak 
ada realisasi. 

4 Sarana Penindakan 
Obat dan Makanan 15 1 7 106.821 46.267 2.831 6,1 

Tidak ada kendala, 
akan berproses di TW 
III. 

5 Perangkat Pengolah 
Data dan Komunikasi 97 0 0 468.689 363.733 0 0,0 

Tidak ada kendala, 
akan berproses di TW 
III. 

6 
Laporan Kegiatan 
Dukungan Operasi 
Intelijen 

14 2 14 2.969.620 780.181 264.067 33,8 

Masih terdapat efisiensi 
anggaran sehingga 
beberapa kegiatan tidak 
dapat dilaksanakan 

7 Dokumen Analisis 6 0 0 2.219.829 0 0 0 Anggaran terblokir 



No 
Program dan 

Kegiatan 

Volume Anggaran 

Kendala / Hambatan 
Target Realisasi 

s.d. TW II 
Capaian 

% 
Pagu 

(Ribu) 
*)Pagu Revisi 

(Ribu) 

Realisasi 

s.d. TW II 

(Ribu) 

Capaian 
% 

Pengembangan Operasi 
Intelijen Obat dan 
Makanan 

100% sehingga tidak 
ada realisasi. 

8 Rekomendasi Intelijen 
yang Berkualitas 20 7 35 1.449.699 543.287 367.015 67,6 

Adanya kebijakan 
efisiensi anggaran dan 
pembatasan perjalanan 
dinas sehingga lokus 
kegiatan / operasi 
intelijen terbatas. 

9 
Berkas Perkara yang 
diselesaikan hingga 
Tahap I 

5 2 40 4.500.532 
1.627.975 

 970.121 59,6 
Tidak ada kendala. 

10 

Laporan Kasus Obat dan 
Makanan yang 
Ditindaklanjuti dengan 
Intensifiaksi Operasi 
Penindakan 

17 5 29 2.021.993 
 

292.950 
 

254.270 86,8 

Adanya efisiensi 
anggaran sehingga 
pelaksanaan 
penindakan terbatas 

11 
Dokumen Rekomendasi 
Analisis Siber di Bidang 
Obat dan Makanan 

17 7 41 7.066.995 3.009.412 882.008 29,3 

Adanya kebijakan 
efisiensi anggaran yang 
berdampak pada 
pemberian layanan 
Direktorat Siber Obat 
dan Makanan kepada 
stakeholder terkait. 

12 

Dokumen Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 
Rekomendasi Tindak 
Lanjut Patroli Siber 

4 2 50 17.484.353 17.000.000 0 0 

Tidak ada kendala. 
Pelaksanaan belanja 
modal Inawebcrawler 
dalam melaksanakan 
monitoring dan evaluasi 
rekomendasi 
tindaklanjut patroli siber. 



No 
Program dan 

Kegiatan 

Volume Anggaran 

Kendala / Hambatan 
Target Realisasi 

s.d. TW II 
Capaian 

% 
Pagu 

(Ribu) 
*)Pagu Revisi 

(Ribu) 

Realisasi 

s.d. TW II 

(Ribu) 

Capaian 
% 

Pengadaan tersebut 
diharapkan selesai pada 
akhir bulan September 
2025. 

*) Pagu Revisi = Pagu Awal – Blokir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
c. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran 

1. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bulan April 
 

No 
Sasaran 

Program  
Indikator 

Volume 
Pagu Revisi 

(Ribu) 

Realisasi 

(Ribu) 

Capaian 

(%) Realisasi 
Target 

B4 
% 

Target 

Tahunan 
% 

Target 

Renstra 
% 

1 

Keberhasilan 

Penyidikan 

Kejahatan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan  

Persentase 

Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan 

35,15 33 106,52 74 47,50 74 47,50 1.920.925 606.859 31,59 

2 

Deteksi 

Kejahatan di 

Bidang Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

yang Optimal  

Persentase 

Rekomendasi Deteksi 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Optimal 

50,57 48 105,35 75 92,59 75 92,59 22.731.679 1.346.791 5,92 

3 

Terwujudnya 

tatakelola 

pemerintahan 

serta pelayanan 

publik Unit 

Organisasi yang 

prima 

Nilai Pembangunan ZI 

Unit Deputi Bidang 

Penindakan 

0 0 0 85,65 0 85,65 0 142.753 27.349 19,16 

Nilai AKIP Deputi 

Budang Penindakan  
0 0 0 76 0 76 0 134.410 25.081 18,66 

Nilai Kinerja Anggaran 

Deputi Bidang 

Penindakan 

0 0 0 5 0 5 0 134.653 23.704 17,60 



No 
Sasaran 

Program  
Indikator 

Volume 
Pagu Revisi 

(Ribu) 

Realisasi 

(Ribu) 

Capaian 

(%) Realisasi 
Target 

B4 
% 

Target 

Tahunan 
% 

Target 

Renstra 
% 

Indeks Manajemen 

Risiko Deputi Bidang 

Penindakan  

0 0 0 3 0 3 0 158.548 43.549 27,47 

Total 25.222.966 2.073.331 8,22 

 
 

2. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bulan Mei 
 

No 
Sasaran 

Program  
Indikator 

Volume 
Pagu Revisi 

(Ribu) 

Realisasi 

(Ribu) 

Capaian 

(%) Realisasi 
Target 

B5 
% 

Target 

Tahunan 
% 

Target 

Renstra 
% 

1 

Keberhasilan 

Penyidikan 

Kejahatan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan 

Olahan  

Persentase 

Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan 

42,31 33 128,21 74 57,18 74 57,18 1.920.925 875.250 45,56 

2 

Deteksi 

Kejahatan di 

Bidang Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

yang Optimal  

Persentase 

Rekomendasi Deteksi 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Optimal 

50,57 48,5 104,27 75 67,43 75 67,43 22.731.679 1.689.536 7,43 



No 
Sasaran 

Program  
Indikator 

Volume 
Pagu Revisi 

(Ribu) 

Realisasi 

(Ribu) 

Capaian 

(%) Realisasi 
Target 

B5 
% 

Target 

Tahunan 
% 

Target 

Renstra 
% 

3 

Terwujudnya 

tatakelola 

pemerintahan 

serta pelayanan 

publik Unit 

Organisasi yang 

prima 

Nilai Pembangunan ZI 

Unit Deputi Bidang 

Penindakan 

0 0 0 85,65 0 85,65 0 142.753 27.975 19,60 

Nilai AKIP Deputi 

Budang Penindakan  
0 0 0 76 0 76 0 134.410 25.707 19,13 

Nilai Kinerja Anggaran 

Deputi Bidang 

Penindakan 

0 0 0 5 0 5 0 134.653 24.330 18,07 

Indeks Manajemen 

Risiko Deputi Bidang 

Penindakan  

0 0 0 3 0 3 0 158.548 44.175 27,86 

Total 25.222.966 2.686.969 10,65 

 
 

3. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran Bulan Juni 
 

No 
Sasaran 

Program  
Indikator 

Volume 
Pagu Revisi 

(Ribu) 

Realisasi 

(Ribu) 

Capaian 

(%) Realisasi 
Target 

B6 
% 

Target 

Tahunan 
% 

Target 

Renstra 
% 

1 

Keberhasilan 

Penyidikan 

Kejahatan 

Sediaan Farmasi 

Persentase 

Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

47,83 53 90,25 74 64,64 74 64,64 1.920.925 1.224.392 63,74 



No 
Sasaran 

Program  
Indikator 

Volume 
Pagu Revisi 

(Ribu) 

Realisasi 

(Ribu) 

Capaian 

(%) Realisasi 
Target 

B6 
% 

Target 

Tahunan 
% 

Target 

Renstra 
% 

dan Pangan 

Olahan  

Pangan Olahan 

2 

Deteksi 

Kejahatan di 

Bidang Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

yang Optimal  

Persentase 

Rekomendasi Deteksi 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Optimal 

64,91 60 108,18 75 86,55 75 86,55 22.731.679 2.135.099 9,39 

3 

Terwujudnya 

tatakelola 

pemerintahan 

serta pelayanan 

publik Unit 

Organisasi yang 

prima 

Nilai Pembangunan ZI 

Unit Deputi Bidang 

Penindakan 

0 0 0 85,65 0 85,65 0 142.753 33.855 23,72 

Nilai AKIP Deputi 

Budang Penindakan  
0 0 0 76 0 76 0 134.410 29.562 21,99 

Nilai Kinerja Anggaran 

Deputi Bidang 

Penindakan 

0 0 0 5 0 5 0 134.653 28.185 20,93 

Indeks Manajemen 

Risiko Deputi Bidang 

Penindakan  

0 0 0 3 0 3 0 158.548 52.080 32,85 

Total 25.222.966 3.503.169 13,89 



Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 
             

Jakarta, 14 Juli 2025 
 

Ketua Tim SAKIP Deputi Bidang Penindakan, 

 

 

 

 

 

Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E. 

NIP. 198103042003121001 

Deputi Bidang Penindakan, 

 

 

 

 

 

Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos. 

NRP. 70060445 

 



Lampiran a. Kertas Kerja Pengukuran Dan Perhitungan Kinerja Deputi Bidang 

Penindakan Triwulan II Tahun 2025 

 

I. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

Terdapat perubahan cara perhitungan pencapian indikator persentase keberhasilan 

penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dikarenakan penyesuaian 

dalam konsep rencana strategis BPOM 2025-2029. 

 

SEMULA : 

 Definisi Operasional : 

Penegakan hukum mencakup fungsi penyidikan di mana kegiatan penyidikan 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai 

penyelesaian berkas perkara dalam lingkup dan bersifat nasional yang menitikberatkan 

pada pengungkapan kejahatan sediaan farmasi dan makanan yang ditindaklanjuti 

secara pro-justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan mulai dari SPDP (Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada 

Jaksa Penuntut Umum (JPU),P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa 

Penuntut Umum), dan Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa 

Penuntut Umum) 

 

 Cara Perhitungan:  

a. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

b. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

di UPT 

Rumus : 
𝒂ା𝒃

𝟐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

 Perhitungan Realisasi : 

Indikator Januari Februari Maret 

Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

Direktorat Penyidikan Obat dan 

Makanan 

0 0 43,64 



Indikator Januari Februari Maret 

Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

UPT 

0 0 25,65 

Persentase Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan 

0 0 34,64 

 

MENJADI: 

  Definisi Operasional : 

a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan 

guna   menemukan tersangkanya 

b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam 

proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses 

penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut: 

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%  

2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 

sebesar 40%  

3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 

30%, dan  

4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut 

Umum) sebesar 15%  

c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian 

berkas perkara sebagai berikut: 

(Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara 

P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1)/ Jumlah Target Perkara x 100% 

d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila 

perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut 

sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh 

perkara SP3 tersebut. 

e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh 



perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over 

dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau 

sudah ditetapkan SP3. 

f. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam 

laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard 

Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy. 

 Cara Perhitungan:  

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai 

berikut: 

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 

x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II 

 

 Perhitungan Realisasi : 

 



 

 

 

II. Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang Optimal 

 Definisi Operasional : 

Kegiatan Deteksi mencakup pelaksanaan dari kegiatan Siber, Cegah Tangkal dan 

Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi antara lain: 

1. Rekomendasi kegiatan siber sediaan farmasi dan makanan yaitu rekomendasi yang 

berisi informasi seluruh hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindaklanjut yang 

diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran sediaan farmasi 

dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber sediaan farmasi dan makanan, 

dan analisis digital forensik sediaan farmasi dan makanan. Rekomendasi kegiatan 



siber sediaan farmasi dan makanan yang dimanfaatkan adalah rekomendasi yang 

ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan 

rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan. 

2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan Makanan yaitu 

rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi 

dan Makanan, berupa : penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan 

Makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan 

sediaan farmasi dan Makanan. Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila 

stakeholders dan/atau unit terkait sudah melakukan proses selanjutnya dari 

rekomendasi yang disampaikan. 

3. Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang berisi 

informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang 

disarankan. Rekomendasi intelijen yg berkualitas dihitung melalui survey kepuasan 

terhadap pemangku kepentingan yang menerima rekomendasi intelijen. 

 

 Cara Perhitungan : 

a. Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Dimanfaatkan 

b. Persentase Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti 

c. Persentase Rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti 

Rumus : 
𝒂ା𝒃ା𝒄

𝟑
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

 Perhitungan Realisasi : 

Indikator Januari Februari Maret April Mei Juni 

Persentase 

Rekomendasi Analisis 

Siber Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

yang Dimanfaatkan 

0 0 85,04 85,04 85,04 90,88 

Persentase 

Rekomendasi cegah 

tangkal yang 

ditindaklanjuti 

0 0 0 0 0 32,43 



Indikator Januari Februari Maret April Mei Juni 

Persentase 

Rekomendasi Intelijen 

yang ditindaklanjuti 

0 0 66,67 66,67 66,67 71,43 

Persentase 

Rekomendasi Deteksi 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang Optimal 

0 0 50,57 50,57 50,57 64,91 

 

III. Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan 

 Definisi Operasional : 

a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan 

dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala 

Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, 

bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk 

melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, 

sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara 

cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan 

clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas 

kinerja. 

c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 

1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan 

sesuai yang diharapkan  

2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM 

 Cara Perhitungan : 



Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai 

Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self 

assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I 

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu 

NO KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT 

1 Manajemen Perubahan 8% 

2 Penataan Tatalaksana 7% 

3 Penataan Sistem Manajemen SDM 10% 

4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10% 

5 Penguatan Pengawasan 15% 

6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10% 

 

 No KOMPONEN HASIL BOBOT 

1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel 22,5 % 

2 Pelayanan Publik yang prima 17,5 % 

 

 Perhitungan Realisasi : 

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun 

 

IV. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Penindakan 

 Definisi Operasional : 

a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah,  Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri 

PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang 

dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, 

pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat. 

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP 

adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang 

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, 

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 



c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat 

evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, 

apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang 

ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau 

Unit Kerja. 

d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas 

implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar 

POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.   

 

 Cara Perhitungan : 

Penjumlahan 4 (empat) komponen penilaian AKIP, yaitu:  

(1) Perencanaan Kinerja;  

(2) Pengukuran Kinerja;  

(3) Pelaporan Kinerja;  

(4) Evaluasi Kinerja Internal. 

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut: 

 

No Komponen Bobot 

1 Perencanaan Kinerja 30 

2 Pengukuran Kinerja 30 

3 Pelaporan Kinerja 15 

4 Evaluasi Kinerja Internal 25 

Nilai Evaluasi 100 

 

  



Predikat nilai AKIP terdiri dari: 

 

No Predikat Nilai Interpretasi 

1 AA >90-100 

Sangat Memuaskan. 

Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja 

dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh 

level. Telah terbentuk pemerintahan yang 

dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform). 

2 A >80-90 

Memuaskan. 

Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat 

memimpin perubahan dalam mewujudkan 

pemerintahan berorientasi hasil. 

3 BB >70-80 

Sangat Baik. 

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. 

Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan 

mulai terwujudnya efisiensi penggunaan 

anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki 

sistem manajemen kinerja yang andal dan 

berbasis teknologi informasi. 

4 B >60-70 

Baik 

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. 

Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan 

pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam 

manajemen kinerja. 

5 CC >50-60 

Cukup (memadai). 

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. 

Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan 

walaupun tidak mendasar khususnya 

akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja. 

6 C >30-50 

Kurang. 

Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat 

diandalkan. Belum terimplementasi sistem 

manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak 



No Predikat Nilai Interpretasi 

perbaikan mendasar. 

7 D >0-30 

Sangat Kurang. 

Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak 

dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat 

penerapan manajemen kinerja sehingga masih 

perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya 

sangat mendasar khususnya dalam implementasi 

SAKIP. 

 

 Perhitungan Realisasi : 

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun 

 

V. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan 

 Definisi Operasional : 

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang 

diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai 

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). 

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi 

kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek 

kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan 

anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 

c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA), antara lain: 

1) Revisi DIPA (bobot 10%) 

2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 

3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 

4) Belanja Kontraktual (bobot 10%) 

5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 

6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 

7) Capaian Output (bobot 25%) 

8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) 



d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan 

anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan 

efisiensi penggunaan anggaran. 

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 

2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) 

 

 Cara Perhitungan : 

Nilai Kinerja Anggaran = 

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) 

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran 

 

Nilai Kategori Konversi Nilai 

0 s.d. 50 
Sangat 
Kurang 

1 

50,01 s.d. 60 Kurang 2 

60,01 s.d. 80 Cukup 3 

80,01 s.d. 90 Baik 4 

90,01 s.d. 100 
Sangat 

Baik 
5 

 

 

 Perhitungan Realisasi : 

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun 

 

VI. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan 

 Definisi Operasional : 

a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan 

instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko 

b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, 

dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam 

pencapaian tujuan /sasaran organisasi. 

c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi 

dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko 



menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu 

organisasi. 

 

Kategori Tingkat 

Maturitas 
Karakteristik 

Risk Naive Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan 

Risk Aware 
Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan 

kedisiplinan dalam proses tidak ketat 

Risk Defined 

Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai 

teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap 

risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. 

Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan 

memprioritaskan risiko yang tinggi. 

Risk Managed 

Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh 

area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan 

proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan 

risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan 

Risk Enabled 

Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, 

alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. 

Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan 

manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan 

 

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: 

1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses 

manajemen risiko sebagai salah stau alat manajemen dalam memberikan 

keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana 

diharapkan 

2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat 

penerapan manajemen risiko 

3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risik 

 

 Cara Perhitungan : 

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh 

Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko 



yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut: 

 

Menuju Tingkat 

Maturitas 
Skor Total 

Nilai 

Maturitas 
Tingkat Maturitas 

Risk Naive 0-16 1 - 

Risk Aware 17-32 2 
Peningkatan Risk Naive menuju Risk 

Aware 

Risk Defined 33-48 3 
Peningkatan Risk Aware menuju 

Risk Defined 

Risk Managed 49-64 4 
Peningkatan Risk Defined menuju 

Risk Managed 

Risk Enabled 65-80 5 
Peningkatan Risk Managed menuju 

Risk Enabled 

 

Cara perhitungan level maturitas 

Skor Maturitas = 
ௌ௞௢௥ ்௢௧௔௟

ଵ଺
 

Keterangan: 

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko 

b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan 

penilaian oleh Inspektorat Utama 

 

 Perhitungan Realisasi : 

Perhitungan dilaksanakan akhir tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran b.  

NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN EVALUASI INTERNAL 

I. Pelaksanaan Rapat 

Hari/Tanggal : Senin/ 14 Juli 2025 

Waktu : 13.00 - Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Gedung Batik Lt. 4 

Pimpinan Rapat : Ketua Tim SAKIP 

Peserta Rapat : Anggota Tim SAKIP 

 

II. Pembahasan 

1. Pembahasan realisasi output dan anggaran triwulan II tahun 2025 

2. Pembahasan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 

3. Pembahasan kendala dan rencana tindaklanjut pelaksanaan program dan anggaran triwulan II tahun 2025  

 

 



LAMPIRAN MATRIKS RENCANA AKSI ATAS CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN 

TRIWULAN II TAHUN 2025 

 

No 
Rincian 
Output 

Target Realisasi Capaian Kendala/ Hambatan 

Rencana Aksi TW 
Sebelumnya 
dan/atau TW 
periode ini* 

Progres Rencana Aksi 
Rencana 
aksi yang 

sudah 
selesai** 

Belum*** 
Rencana aksi 
yang belum 

selesai 
Timeline 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Laporan 
Koordinasi 
Pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

4 2 50 

Masih terdapat 
efisiensi anggaran 
dengan tidak 
merubah target 
volume sehingga 
capaian anggaran 
tidak sebanding 
dengan capaian 
volume. 

Memonitoring 
update informasi 
mengenai kebijakan 
efisiensi anggaran. 

 

Memonitoring 
update informasi 
mengenai kebijakan 
efisiensi anggaran. 

Akhir 
tahun 

2 

Rekomendasi 
Cegah Tangkal 
Kejahatan Obat 
dan Makanan 

21 5 24 

Pengumpulan bahan 
keterangan dalam 
rangka penyusunan 
rekomendasi 
mengalami 
keterbatasan akibat 
efisiensi anggaran. 

Meningkatkan 
sinergi dengan unit 
kerja lain di 
lingkungan BPOM 
maupun di luar 
instansi  untuk 
berbagi data dan 
informasi terkait 
kejahatan obat dan 
makanan 

 

Meningkatkan 
sinergi dengan unit 
kerja lain di 
lingkungan BPOM 
maupun di luar 
instansi  untuk 
berbagi data dan 
informasi terkait 
kejahatan obat dan 
makanan 

Akhir 
tahun 

3 

Laporan 
Kerawanan 
Kejahatan Obat 
dan Makanan 

4 0 0 
Anggaran terblokir 
100% sehingga tidak 
ada realisasi. 

Memonitoring 
update informasi 
mengenai kebijakan 
efisiensi anggaran. 

 

Memonitoring 
update informasi 
mengenai kebijakan 
efisiensi anggaran. 

Akhir 
tahun 

4 
Sarana 
Penindakan Obat 
dan Makanan 

15 1 7 
Tidak ada kendala, 
akan berproses di 
TW III. 

Segera 
mempersiapkan 
proses pengadaan 

 
Segera 
mempersiapkan 
proses pengadaan 

TW III 



No 
Rincian 
Output 

Target Realisasi Capaian Kendala/ Hambatan 

Rencana Aksi TW 
Sebelumnya 
dan/atau TW 
periode ini* 

Progres Rencana Aksi 
Rencana 
aksi yang 

sudah 
selesai** 

Belum*** 
Rencana aksi 
yang belum 

selesai 
Timeline 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
belanja modal 
peralatan dan mesin  

belanja modal 
peralatan dan 
mesin 

5 
Perangkat 
Pengolah Data 
dan Komunikasi 

97 0 0 
Tidak ada kendala, 
akan berproses di 
TW III. 

Segera 
mempersiapkan 
proses pengadaan 
belanja modal 
peralatan dan mesin  

 

Segera 
mempersiapkan 
proses pengadaan 
belanja modal 
peralatan dan 
mesin 

TW III 

6 

Laporan 
Kegiatan 
Dukungan 
Operasi Intelijen 

14 2 14 

Masih terdapat 
efisiensi anggaran 
sehingga beberapa 
kegiatan tidak dapat 
dilaksanakan 

Melaksanakan 
kegiatan-kegiatan 
yang masih terdapat 
anggaran 

 

Melaksanakan 
kegiatan-kegiatan 
yang masih 
terdapat anggaran 

Akhir 
tahun 

7 

Dokumen 
Analisis 
Pengembangan 
Operasi Intelijen 
Obat dan 
Makanan  

6 0 0 
Anggaran terblokir 
100% sehingga tidak 
ada realisasi. 

Memonitoring 
update informasi 
mengenai kebijakan 
efisiensi anggaran. 

 

Memonitoring 
update informasi 
mengenai kebijakan 
efisiensi anggaran. 

Akhir 
tahun 

8 
Rekomendasi 
Intelijen yang 
Berkualitas 

20 7 35 

Adanya kebijakan 
efisiensi anggaran 
dan pembatasan 
perjalanan dinas 
sehingga lokus 
kegiatan / operasi 
intelijen terbatas. 

Menentukan 
prioritas kasus yang 
akan ditindak lanjuti 
dengan 
mempertimbangkan 
ketersediaan 
anggaran. 

 

Menentukan 
prioritas kasus yang 
akan ditindak lanjuti 
dengan 
mempertimbangkan 
ketersediaan 
anggaran. 

Akhir 
tahun  

9 

Berkas Perkara 
yang 
diselesaikan 
hingga Tahap I 

5 2 40 Tidak ada kendala 

Peningkatan 
koordinasi 
penyelesaian 
berkas perkara 

 

Peningkatan 
koordinasi 
penyelesaian 
berkas perkara 

Akhir 
tahun 



No 
Rincian 
Output 

Target Realisasi Capaian Kendala/ Hambatan 

Rencana Aksi TW 
Sebelumnya 
dan/atau TW 
periode ini* 

Progres Rencana Aksi 
Rencana 
aksi yang 

sudah 
selesai** 

Belum*** 
Rencana aksi 
yang belum 

selesai 
Timeline 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
terhadap criminal 
justice system dan 
lembaga terkait 

terhadap criminal 
justice system dan 
lembaga terkait 

10 

Laporan Kasus 
Obat dan 
Makanan yang 
Ditindaklanjuti 
dengan 
Intensifiaksi 
Operasi 
Penindakan 

17 5 29 

Adanya efisiensi 
anggaran sehingga 
pelaksanaan 
penindakan terbatas 

Intensifikasi operasi  
penindakan dalam 
rangka optimalisasi 
penyidikan 
kejahatan obat dan 
makanan 

 

Intensifikasi operasi  
penindakan dalam 
rangka optimalisasi 
penyidikan 
kejahatan obat dan 
makanan 

Akhir 
tahun 
 

11 

Dokumen 
Rekomendasi 
Analisis Siber di 
Bidang Obat dan 
Makanan 

17 7 41 

Adanya kebijakan 
efisiensi anggaran 
yang berdampak 
pada pemberian 
layanan Direktorat 
Siber Obat dan 
Makanan kepada 
stakeholder terkait. 

Mengupayakan 
layanan prima dan 
terus meningkatkan 
sinergitas pada 
setiap stake holder 
dengan 
memperhatikan 
ketentuan dan 
update informasi 
mengenai kebijakan 
efisiensi anggaran. 

 

Mengupayakan 
layanan prima dan 
terus meningkatkan 
sinergitas pada 
setiap stake holder 
dengan 
memperhatikan 
ketentuan dan 
update informasi 
mengenai kebijakan 
efisiensi anggaran. 

Akhir 
tahun 

12 

Dokumen Hasil 
Monitoring dan 
Evaluasi 
Rekomendasi 
Tindak Lanjut 
Patroli Siber 

4 2 50 

Tidak ada kendala. 
Pelaksanaan belanja 
modal 
Inawebcrawler 
dalam 
melaksanakan 
monitoring dan 
evaluasi 
rekomendasi 

Pengadaan belanja 
modal peralatan dan 
mesin akan 
diselesaikan pada 
akhir bulan 
September 2025.  

 

Pengadaan belanja 
modal peralatan 
dan mesin akan 
diselesaikan pada 
akhir bulan 
September 2025. 

TW III 



No 
Rincian 
Output 

Target Realisasi Capaian Kendala/ Hambatan 

Rencana Aksi TW 
Sebelumnya 
dan/atau TW 
periode ini* 

Progres Rencana Aksi 
Rencana 
aksi yang 

sudah 
selesai** 

Belum*** 
Rencana aksi 
yang belum 

selesai 
Timeline 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
tindaklanjut patroli 
siber. Pengadaan 
tersebut diharapkan 
selesai pada akhir 
bulan September 
2025. 

 

 

Keterangan: 

* diisi dengan rencana aksi TW sebelumnya dan/atau TW periode saat ini 

** diisi dengan uraian rencana aksi (kolom 7) yang sudah selesai 

*** diisi dengan uraian rencana aksi (kolom 7) yang belum selesai dan timelinenya 

 

 

 



LAMPIRAN MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI  

TRIWULAN II TAHUN 2025 

 

No  Indikator Kondisi Awal Rekomendasi Timeline 

Progres Rencana Aksi 
Kondisi 
Akhir 

Rencana aksi 
yang sudah 
Selesai** 

Belum*** 
Rencana aksi yang 

belum selesai 
Timeline 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan 
Kejahatan Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan Olahan 

Realisasi indikator 
tidak mencapai target 
triwulan yang telah 
ditetapkan karena : 
1. Pemenuhan 
petunjuk jaksa masih 
terhambat 
dikarenakan saksi 
atau tersangka yang 
sulit ditemui 
sehingga proses 
penyidikan 
terhambat. 
 
2. Pengujian barang 
bukti yang 
membutuhkan waktu 
lama.   

1. Pendampingan 
proses penyidikan 
pada UPT oleh 
Direktorat Penyidikan 
Obat dan 
Makanan 
dilaksanakan agar 
dapat membantu UPT 
menyelesaikan 
hambatan yang 
dihadapi baik dalam 
operasi penindakan 
maupun penyelesaian 
berkas perkara 
 
2. Peningkatan 
koordinasi dengan 
laboratorium 
pengujian agar dapat 
memprioritaskan hasil 
laboratorium dalam 
rangka dukungan 
proses penyidikan. 

TW III 
sampai 
dengan 
TW IV 

    



No  Indikator Kondisi Awal Rekomendasi Timeline 

Progres Rencana Aksi 
Kondisi 
Akhir 

Rencana aksi 
yang sudah 
Selesai** 

Belum*** 
Rencana aksi yang 

belum selesai 
Timeline 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

Persentase 
Rekomendasi 
Deteksi Kejahatan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan Olahan 
yang Optimal 

Realisasi telah 
mencapai target 
Triwulan yang 
ditetapkan 

Melakukan monitoring 
terhadap kegiatan / 
program sehingga 
pencapaian target di 
periode Triwulan 
berikutnya dapat 
terpenuhi 

Akhir 
tahun 

    

3 
Nilai Pembagunan 
ZI Unit Deputi 
Bidang Penindakan 

Realisasi indikator 
diukur di akhir tahun, 
sehingga tidak ada 
target yang 
ditetapkan setiap 
Triwulan 

Melakukan monitoring 
terhadap kegiatan / 
program sehingga 
pencapaian target di 
akhir tahun dapat 
terpenuhi  

Akhir 
tahun 

    

4 
Nilai AKIP Deputi 
Budang Penindakan  

Realisasi indikator 
diukur di akhir tahun, 
sehingga tidak ada 
target yang 
ditetapkan setiap 
Triwulan   

Melakukan monitoring 
terhadap kegiatan / 
program sehingga 
pencapaian target di 
akhir tahun dapat 
terpenuhi 

Akhir 
tahun 

    

5 
Nilai Kinerja 
Anggaran Deputi 
Bidang Penindakan 

Realisasi indikator 
diukur di akhir tahun, 
sehingga tidak ada 
target yang 
ditetapkan setiap 
Triwulan  

Melakukan monitoring 
terhadap kegiatan / 
program sehingga 
pencapaian target di 
akhir tahun dapat 
terpenuhi  

Akhir 
tahun 

    

6 
Indeks Manajemen 
Risiko Deputi 
Bidang Penindakan  

Realisasi indikator 
diukur di akhir tahun, 
sehingga tidak ada 
target yang 
ditetapkan setiap 
Triwulan  

Melakukan monitoring 
terhadap kegiatan / 
program sehingga 
pencapaian target di 
akhir tahun dapat 
terpenuhi  

Akhir 
tahun 

    



 

Keterangan: 

1) Diisi dengan nomor urut indikator 

2) Diisi dengan uraian seluruh indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja 

3) Diisi dengan penjelasan kondisi awal indikator, dapat berupa: 

 kendala/ permasalahan tidak tercapainya target indikator; 

 capaian indikator yang sudah melebihi target akhir tahunnya. 

 capaian indikator yang telah mencapai target triwulanan 

4) Diisi dengan rekomendasi dari tiap indikator. Rekomendasi yang dituliskan harus sama dengan rekomendasi yang dijelaskan pada 

narasi analisis indikator. Rekomendasi dapat berasal dari laporan triwulan sebelumnya (belum closed) dan dapat juga merupakan 

rekomendasi dari triwulan yang bersangkutan. 

5) Diisi dengan waktu rencana penyelesaian rekomendasi: 

 Untuk rekomendasi yang berasal dari laporan triwulan sebelumnya diisi sesuai dengan timeline yang dicantumkan pada 

laporan triwulan sebelumnya 

 Untuk rekomendasi dari triwulan yang bersangkutan diisi sesuai dengan timeline yang ditentukan untuk penyelesaian 

rekomendasi. 

6) Diisi dengan rencana aksi dengan status/progres per triwulan bersangkutan sudah closed/selesai. 

7) Diisi dengan rencana aksi dengan status/progres per triwulan bersangkutan belum closed/selesai. 

8) Diisi dengan waktu rencana penyelesaian atas rencana aksi yang status/progres per triwulan bersangkutan belum closed/selesai 

(timeline dapat berbeda dengan nomor 5) 

9) Diisi dengan kondisi akhir dari indikator. Penjelasannya dapat berupa tercapainya target indikator pada akhir tahun berjalan atau 

meningkatnya kinerja unit kerja dibanding periode sebelumnya 

 



 

III. Arahan dan Petunjuk 

Arahan Ketua Tim SAKIP 

1. Percepatan Realisasi Anggaran 

Ketua Tim SAKIP menekankan agar seluruh kegiatan yang terhambat karena 

keterlambatan anggaran atau masalah administrasi dapat diselesaikan dengan cepat. 

Percepatan realisasi anggaran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan program dan pencapaian target output. 

2. Monitoring Rekomendasi Cegah Tangkal 

Ketua Tim SAKIP juga menegaskan pentingnya monitoring secara konsisten terhadap 

tindak lanjut rekomendasi hasil analisis cegah tangkal pada unit terkait, baik di tingkat 

pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Monitoring ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap rekomendasi yang telah disampaikan benar-benar 

direspons dan diimplementasikan sesuai dengan substansi yang diharapkan. Dengan 

adanya pengawalan yang terukur, diharapkan tindak lanjut rekomendasi tidak hanya 

menjadi formalitas, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap penguatan fungsi deteksi 

dini, pencegahan, dan penindakan secara lebih efektif dan terintegrasi di seluruh lini 

pengawasan. 

3. Verifikasi data kerawanan kejahatan 

Ketua Tim SAKIP juga menegaskan pentingnya pelaksanaan verifikasi data kerawanan 

kejahatan secara tepat waktu dan akurat. Verifikasi ini menjadi langkah krusial untuk 

memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar analisis dan rekomendasi 

cegah tangkal benar-benar valid, terkini, dan mencerminkan kondisi di lapangan. 

Ketepatan waktu dalam proses verifikasi akan mendukung pengambilan keputusan 

yang responsif serta mencegah terjadinya keterlambatan dalam tindak lanjut upaya 

pencegahan dan penindakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTULEN RAPAT PERSIAPAN MONITORING DAN EVALUASI TW II 

I. Pelaksanaan Rapat 

Hari/Tanggal : Kamis/ 3 Juli 2025 

Waktu : 13.00 - Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Gedung Batik Lt. 4 

Pimpinan Rapat : Direktur Cegah Tangkal selaku KPA Deputi Bidang Penindakan 

Peserta Rapat : Tim Sakip Deputi Bidang Penindakan 

 

II. Pembahasan 

1. Perkenalan dengan CPNS Perencana yang baru bergabung. 

2. Penyampaian alur kerja penyusunan SAKIP 

3. Melakukan pembagian PIC pengerjaan LAKIP Deputi IV 

4. Melakukan penyusunan jadwal agenda rapat selanjutnya 

III. Arahan dan Petunjuk 

a. Laporan Ketua Tim Sakip 

i. Menyampaikan pembagian PIC pengerjaan LAKIP 2025 Deputi IV 

1. Triwulan II: Direktorat Cegah Tangkal 

2. Triwulan III: Direktorat Intelejen 

3. Interim Tahunan: Direktorat Siber dan Direktorat Penyidikan 

ii. Rapat lanjutan untuk penyusunan dan finalisasi baru bisa dilaksanakan setelah ada 

desk dari Biro Perencanaan dan Keuangan. 

iii. Rapat lanjutan bisa dilaksanakan dengan hybrid dan dapat dilaksanakan paling 

lambat Tanggal 14 Juli 2025. 

iv. PIC TW II yaitu Direktorat Cegah Tangkal bisa membuat konsep laporan terlebih 

dahulu dan disesuaikan dengan format terbaru. 

b. Arahan Direktur Cegah Tangkal selaku KPA Deputi Bidang Penindakan 

i. Menyampaikan batas waktu pelaporan monitoring dan evaluasi 

1. Berita Acara Laporan Evaluasi Internal TW II yaitu tanggal 15 Juli 2025 

2. Laporan Kinerja Interim TW II yaitu tanggal 20 Juli 2025 

ii. Penyusunan laporan tidak hanya kewajiban administratif tetapi juga, sebagai upaya 

mengawal akuntabilitas kinerja dan sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan 

efektifitas pelaksannan program ke depan. 



iii. Meminta komitmen semua agar penyampaian laporan dilakukan tepat waktu, tepat 

isi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mohon untuk disesuaikan dengan format 

terbaru. 

iv. Output tidak dapat dikurangi, maka di TW III estimastikan yang mampu diselesaikan 

dan maksimalkan anggarannya. Akan tetapi jika diakhir tidak ada relaksasi 

anggaran, maka bisa melaporkan bahwa target tidak tercapai dengan justifikasi. 

IV.  Dokumentasi 

 


